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Oo. 

bahwa 
untuk 

melaksanakan 
ketentuan 

Peraturan 
Menteri 

Dalam 
Negeri 

Nomor 
13 

Tahun 
3006 

tentang-Pedoman 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerai 

Pasal 
160 

ayat 
(S), 

Pergeseran Anggaran 
antar 

Unit Organisasi, 
antar Kegiatan 

dan 
antar 

Jenis 
Belanja 

dapat dilakukan 
dengan 

cara 
merubal 

Peraturan 
Daerah 

tentang 
Anggaran 

Pendapatan 
dan 

Belanja Daerah, 
maka 

perlu 
melakukan 

Revisi 
dan 

Pergeseran 
Tahap! 

Anggaran 
Pendapatar 

dan 
Belanja 

Daerah 
Kota 

Gorontalo 
Tahun Anggaran 

20135: 

  

bahwa 
hasil 

Pembahasan 
Pergeseran 

Tahap 
I 
Anggaran 

Pendapatan 
dan 

Belanja 
Daerah 

Kota Gorontalo 
Tahun. l

i
m
a
 

2013 
antara 

Boston 
Perwakilan 

Rakyat 
Daerah 

Kota 
Gorontalo 

dengan 
Pemerintah: 

Kota 
Gorontalo 

telah 
beroleh Persetujuan Pimpinan 

Dewan 
Perwakilan 

Rakya 
Daerah, 

e 
: 

: 

  

bahwa 
berdasarkan 

pertimbangan 
sebagaimana 

dimaksud 
dalam 

huruf 
a 

dan 
huruf 

b 
perlu 

menetapkan -Peraturan 
Walikota 

Gorontalo 
tentang 

Pergeseran 
Tahap 

I Anggaran 
Pendapatan 

dan 
Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 
2013: 

Undang-Undang 
Nomor 

29 
Tahun 

1959 
tentang Pembentukan 

s
a
e
 

daerah 
Tingkat 

II 
di 

Sulawesi 
(Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesiz 
Tahun 

1959 
Nomor 

74, 
Tambahan 

Lembaran 
Negara Republik 

Indonesia 
Nomor 

1822):
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5. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih -dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), : 

Undangstindang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala. Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaraii Negar 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaha 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Mana Pan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negar 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi 

Tahun 2004: Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 0 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 

" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undan 

Nomor 12 : Tahun s1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Ndmor $9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 

Nomor 4844) : 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar 

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200' 

. Nomor 130, Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50491: -



  

  
  

14. 

15. 

16. 

19. 

sa 

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( lemparan Negara Republik Indonesi. 

Tahun 2011 Nomor $2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4712): 

: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesi: 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502): 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2605 tentang Standar Kisintansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi: 

Tahun'2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45031 . | 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan: Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi: 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): 1 

Peraturan Pemerintah Nomior 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi: 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negar: 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaru 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595):
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20. 
Peraturan 

Pemerintah 
Nomor 

8 
Tahun 

2006 
tentang 

Pelaporan 
Keuans gan 

dan 
Kinerja 

Instansi 
Pemerintah 

(Lembaran 
Negara 

Republ: 
Indonesia 

Tahun 
2006 

Nomor 
25, 

Tambahan 
Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
Nomor 

4614): 
.21. 

Peraturan 
Pemerintah 

Nomor 
30 

Tahun 
2011 

tentang 
Pinjaman 

Daerah 
(Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
Tahun 

2011 
Nomor 

5' 
Tambahan 

Lembaran 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Nomor 
5219). 

22. 
Peraturan 

Pemerintah 
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(Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
Tahun 

2012 
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s
 

Lembaran 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Nomor 
3272). 

23. 
Peraturan 

Menteri 
Dalam 

Negeri 
Nomor 

13 
Tahun 

2006 
tentang 

Pedoman 
Pengelolaan 

Keuangan 
Dacrah 

sebagaimana 
telah 

beberapa 
ka 

diubah 
dengan 

Peraturan 
Menteri 

Dalam 
Negeri 

Nomor 
2 

Tahun 
D
i
k
 

— 
14. 

Peraturan 
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tentang 
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K
e
m
a
m
p
u
a
n
 

Keuangan 
Daerah, 

Penganggaran 
da 

Pertanggungjawaban 
Penggunaan 

Belanja 
Penunjang 

Operasional 
Pimpinan 

DPR 
D-seria 

Tata 
Cara 

Pengembalian 
Tunjangan 

Komunika: 
Intensif dan 

Dana 
Operasional: 

25. 
Peraturan 

Menteri 
Dalam 

Negeri 
Nomor 

37 
Tahun 

2012 
tentang 

Pedoman 
Penyusunan 

Anggaran 
Pendapatan 

dan 
Belanja 

Daera 
Tahun 

Anggaran 
2013: 

: 
p
a
 

— 
—
 

26. 
Peraturan 

Daerah 
N
o
m
o
r
 

9 
Tahuri 

2013 
tentang 

Anggaran 
Pendapatan 

dan 
Belanja 

Daerah 
“Tahun 

Anggaran 
2015 

(
.
c
m
b
a
r
a
n
 

Daera 
Kota 

Gorontalo 
Tahun 

2013 
Nomor 

9): 
: 

Memperhatikan : 
Keputusan 

Pimpinan 
D
e
w
a
r
 

Perwakilan 
Ra ikyat 

Daerah 
Kota 

Gorontalo 
Nomor 

2 
Tahun 

2913 
tentang 

Persetujuan 
Revisi 

dan 
Pe ergesera 

Anggaran 
Pendapatan 

dan 
Belanja 

Daerah 
Kota 

Gorontalo 
Tahun 

Anggaran 
2013. 

M
E
M
U
T
U
S
K
A
N
.
 
: 

. 
M
e
n
e
t
a
p
k
a
n
 

: 
P
E
R
A
T
U
R
A
N
 

W
A
L
I
K
O
T
A
 

G
O
R
O
N
T
A
L
O
 

T
E
N
T
A
N
G
 

PERGI: 
SE 

R. AN 
A
N
G
G
A
R
A
N
 

P
E
N
D
A
P
A
T
A
N
 

D
A
N
 

B
E
L
A
N
J
A
 

D
A
E
R
A
I
 

TAHUN 
ANGGARAN 

2013. 
: 

    

MENana 
aa N N

I
 T 

Laat



3. 

Pasal 1 

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas : 
3 

»— 1. Pendapatan : 

| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah ' . : Rp. i 134.378.892.250,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah : Rp. 473.939. 124.087,00 

. €. Lain-fain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 73. 237.194.910,00 

Jumlah Pendapatan : Rp GS1.355211 247,00 

2. Belanja : — i 

a. Belanja tidak langsung : 

Il. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 377.049.753.884,00 

2. ) Belanja Bunga sejumlah : € Rp. : 2.175.000.000,00 

3. Belanja Hibah sejumlah. Do Rp, | —16626037044.00 

do. Belanja Bantuan Sosial sejumlah na | Hi Rp. . 6.187.500.000,00 

5. : Belanja tak terduga sejumlah | Rp. | 400.000.000,00 

Jumlah Belanja.tidak langsung | Rp. 402.538.801 828.00 
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b. Belanjalangsung : | f 

1. Belanja pegawai sejumlah " Rp. | 42.138.801.207,00 

2 Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 143.976.124.-407,00 

3. Belanja Modal sejumlah Oo Rp 131.242.190.959,00 
po Jumlah belanja langsung . “ Ka Rp. 317.357. 16.573,00 

Jumlah belanja ) | Rp, 719.896.008.401,00 - 

Surplus/(Defisit) “Rp (38.540.797. 154,00) 

3. Pembiayaan : | | | . | 

a. Penerimaan sejumlah 0 Rp. ' 41.040.797.154,00 

b. — Pengeluaran sejumlah Lo Rp. | 2.500.000.000.00 

Jumlah pembiayaan Neto— Rp. 38.540.797.154,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Aa Rp. — 00 

“Pasal 2 . . ) 

Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasat 1 tercantum dalam Lampiran ! Peraturan Walikota ini. -. 

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4   
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak-terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. . 
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“Diundangkan 
di 

Gdrontalo 

"5 
pada 

tanggal 
2
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Pasal 
S 

Pelaksanaan 
Pergeseran 

Anggaran 
Pendapatan 

dan 
Belanja 

Daerah 
yang 

ditetapkan dalam 
peraturan 

ini 
dituangkan 

lebih 
lanjut 

dalam 
Dokamen 

Pelaksanaa: 
Anggaran 

Satuan 
Kerja 

Perangkat 
Daerah 

sesuai 
dengan 

ketentuan perundang-undangan. 
| 

M
a
 

: 
. Pasal 6 

Peraturan Walikota 
ini mulai berlaku 

pada 
tanggal 

diundangkan.- 
- 

Agar 
setiap 

orang 
merigetahuinya, 

memerintahkan 
pengundangan 

Peraturan Walikota 
ini 

dengan penempatannya 
dalam 

Berita Daerah 
Kota 

Gorontalo 
| 

0
 

—
 

) 
Ditetapkan 

di “Gorontalo 

pada 
tanggal 

2913 
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GORONTALO, 
o
m
a
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